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Pendahuluan
Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial (Khairuddin 2025), sehingga pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Salah satu rukun penting dalam perkawinan adalah keberadaan wali nikah, khususnya bagi calon mempelai perempuan (Aditya and Fathullah 2023). Keberadaan wali nikah bukan sekedar formalitas, melainkan memiliki efek hukum terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, persoalan wali nikah senantiasa menjadi isu penting dalam hukum pernikahan.
Persoalan wali nikah menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya praktik pengangkatan anak. Secara sosiologis, pengangkatan anak telah menjadi fenomena yang lazim terjadi di tengah masyarakat, baik dengan alasan kemanusiaan, ekonomi, maupun sosial (Sari, Muhlizar, and Arif 2025). Anak angkat sering kali diasuh, dibesarkan, dan diperlakukan layaknya anak kandung, sehingga secara emosional terjalin hubungan yang sangat kuat antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Namun, seiring perkembangan masyarakat Muslim, adopsi menjadi lebih kompleks, terutama di era modern dengan peningkatan kasus anak yatim piatu akibat konflik, kemiskinan, atau perceraian, yang mendorong praktik adopsi melalui lembaga resmi seperti panti asuhan atau yayasan (Subeitan et al. 2021).
Mengadopsi anak di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memungkinkan adopsi dengan syarat tertentu (Abraham, Frederick, and Midu 2023). Dalam fikih, wali nikah ditentukan berdasarkan hubungan nasab, sehingga ayah angkat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah bagi anak angkat perempuan.
Meski demikian, dalam praktik empiris di masyarakat, masih ditemukan anggapan bahwa orang tua angkat berhak menjadi wali nikah, terutama apabila anak angkat tersebut sejak kecil tidak mengenal orang tua kandungnya atau wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya seperti yang terjadi pada perkara nomor 1097.Pdt.G/2020/PAJT bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh tergugat dua (bapak Kasimin) mengaku sebagai orang tua kandung penggugat dihadapan penghulu yang menikahkan penggugat pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 dan dia baru memberitahu kepada penggugat bahwa dia bukan ayah kandungnya pada awal tahun 2020 dikarenakan dia baru tahu bahwa seorang anak perempuan yang menikah harus ayah kandungnya yang menjadi wali, ayah angkat tidak boleh menikahkannya, tergugat dua tidak mengetahui bahwa hukum yang sebenarnya bisa berakibat tidak sahnya pernikahan (Fauziah 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma fikih dan praktik sosial masyarakat.
Hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa wali nikah hanya terdiri dari wali nasab dan wali hakim, tanpa memberikan legitimasi kepada ayah angkat sebagai wali nikah (Pattiasina and Arianto 2024). Akan tetapi, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan ini masih relatif terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan kaidah fikih menjadi penting karena kaidah fikih berfungsi sebagai prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dari dalil-dalil syar’i untuk menjawab persoalan hukum yang bersifat cabang dan kontekstual. Dalam konteks wali nikah anak angkat, kaidah fikih berperan untuk menegaskan keberlakuan hukum nasab sebagai dasar kewenangan wali serta mencegah terjadinya kekeliruan dalam penetapan wali nikah yang dapat berdampak pada keabsahan pernikahan. Hal ini selaras dengan beberapa kaidah fikih, antara lain:
اَلْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَوْلَى  مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ
Artinya: “Kewenangan khusus lebih utama (lebih kuat) dari pada kewenangan umum” (Sidqi, 2003).
Dan kaidah fikih yang lain, yaitu:
الضَّرَرُ يُزَالُ
Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan” (Suyuti, 1983)
Selain itu, penggunaan maqāṣid asy-syarī‘ah menjadi kebutuhan metodologis karena maqāṣid asy-syarī‘ah merupakan perangkat ilmiah untuk memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya (Wahid 2023). Salah satu teori Maqāṣid asy-Syarī‘ah pada penelitian ini yang akan diterapkan dalam hukum keluarga adalah menjaga nasab (ḥifẓ al-nasab). Melalui pendekatan ini dapat dipahami bahwa larangan menjadikan orang tua angkat sebagai wali nikah bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab dan mencegah terjadinya kekacauan hukum dalam aspek perwalian dan perkawinan.  Kemudian  peneliti juga akan menerapkan konsep tindakan prefentif  atau yang dikenal sebagai (sad al-Zarī’ah), karena memberikan kewenangan wali nikah kepada orang tua angkat dapat membuka peluang kekacauan nasab dan ketidakjelasan status hukum, sehingga perlu ditutup.
Artikel ini memiliki letak perbedaan yang jelas dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu. Dalam konteks anak angkat, penelitian oleh (Rahma Yuni 2020) lebih menitikberatkan pada respon masyarakat serta komparasi hukum terkait larangan penyandaran nasab demi menjaga kemurnian garis keturunan. Selanjutnya, (Fauziah 2023) cenderung melihat persoalan di hilir, yakni mengenai pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama akibat penggunaan wali angkat yang tidak sah. Artikel ini fokus pada tahap sebelum pernikahan dengan menawarkan solusi berupa langkah pencegahan dini serta panduan yang sistematis dengan menggunakan kaidah dikih yang telah penulis rancang, yaitu:
يَثْبُتُ لِلْأَصْلِ مَا لَا يَثْبُتُ لِلْعَارِضِ 
Artinya: ”Apa yang ditetapkan untuk hukum asal tidak berlaku untuk kondisi baru.”
Riset ini merumuskan solusi konkret ketika wali nasab asli tidak diketahui keberadaannya atau menolak menjadi wali. Penelitian ini menyusun alur pengalihan hak wali yang sah secara langsung kepada wali hakim khusus untuk kasus anak angkat. Melalui penyelarasan hukum Islam berdasarkan kaidah fikih dan maqāṣid asy-syarī‘ah, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis agar kekeliruan penentuan wali dapat dicegah seutuhnya sebelum ijab kabul dilaksanakan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua pertanyaan: (1) bagaimana kewenangan ayah angkat sebagai wali nikah pada anak angkat perempuan dalam perspektif kaidah fikih; dan (2) bagaimana maqāṣid asy-syarī‘ah memberikan batasan hak perwalian nikah anak angkat tersebut.
Metode Penelitian/Metode Kajian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif berbasis kajian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis (Adlini et al. 2022). Penelitian normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini berupa norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan kewenangan wali nikah terhadap anak angkat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kritis terhadap konsep, norma, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewenangan wali nikah pada anak angkat. 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:  (1) Pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam dan makna di balik suatu fenomena; serta (2) Pendekatan Normatif Analitis (analytical approach), yaitu menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis(Muhaimin 2020).
Sumber data terdiri dari: (a) Data Primer, meliputi Al-Qur’an, Hadis, kitab-kitab kaidah fikih (seperti kitab al-Ashbah wa al-Nazair karya Imam Suyuti, al-Madkhal ila al-Qawa’id al-Fiqhiyyah karya Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri), kitab ushul fikih (seperti kitab Usul al-Fiqh karya ‘Abd al-Wahhab Khallaf, kitab al-Wajiz karya Wahbah al-Zuhayli), serta kitab fikih madzhab Syafi’i (seperti al-Fiqh al-Manhaji ala Madhhab al-Imam al-Syafi’i karya Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili); dan (b) Data Sekunder, meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal dan media cetak yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil dan Pembahasan
A. Deskripsi Data
Wali nikah adalah pihak yang secara hukum memiliki otoritas untuk melangsungkan pernikahan bagi calon mempelai perempuan (Inayatillah 2024). Secara syariat, wali adalah individu yang memiliki akses penuh untuk melakukan transaksi, mengambil keputusan legal, dan mengesahkan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Menurut Pasal 21 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wali nasab adalah perwakilan keluarga calon mempelai wanita yang sah secara hukum untuk menjadi wali nikah. Perwalian ini terbagi menjadi empat tingkatan hierarki yang urutannya ditentukan oleh eratnya hubungan kekerabatan (Sabir 2020).
Struktur wali nasab tersusun atas empat tingkatan kerabat laki-laki yang saling menggantikan sesuai kedekatannya. Urutan ini dimulai dari ayah serta kakek ke atas, lalu beralih ke saudara laki-laki kandung atau seayah beserta anak-anak mereka. Jika tidak ada, hak tersebut turun kepada paman dari pihak ayah dan keturunan laki-lakinya, hingga akhirnya mencapai kelompok saudara laki-laki kakek beserta keturunan laki-laki mereka (Zuhaili W. b., 2012).
Wali nasab secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu wali aqrab  (dekat) dan wali ab’ad (jauh) (al-Ghazzi, 2014). Alur wali dekat menempati prioritas utama yang mencakup garis leluhur laki-laki langsung, seperti ayah kandung, kakek, dan seterusnya ke atas. Sementara itu, kelompok wali ab’ad berada di tingkat berikutnya, yang meliputi saudara laki-laki, paman, hingga keturunan laki-laki mereka. Dalam kondisi normal, hak perwalian sepenuhnya berada di tangan wali aqrab. Namun, otoritas tersebut dapat berpindah kepada wali ab’ad jika wali dekat tidak memenuhi syarat syar'i. Perpindahan hak ini terjadi apabila wali aqrab berstatus non-muslim, dinilai fasik atau tidak bermoral, serta belum dewasa (al-Dimyati, 1997). Selain itu, hak perwalian juga otomatis bergeser jika wali aqrab mengalami gangguan kejiwaan atau memiliki keterbatasan fisik yang menghambat komunikasi, seperti tidak mampu berbicara atau tuli (al-Qalyubi, 1995).
Ketika wali nasab tidak mampu melaksanakan kewajibannya, posisi tersebut akan digantikan oleh wali hakim (al-Anshari, 2012). Pejabat yang ditunjuk negara ini memegang kendali legal untuk menikahkan seseorang atas dasar beberapa alasan mendesak. Di antaranya adalah hilangnya jalur wali nasab, tidak terpenuhinya syarat-syarat perwalian, atau adanya sikap enggan dari wali kandung tanpa alasan syar’i (al-Khin & al-Bugha, 1992). Berbekal keputusan hukum yang sah, wali hakim mengambil alih proses akad nikah dengan tujuan utama melindungi hak calon mempelai dan memastikan pernikahan tersebut tetap sah di mata agama, sehingga kedudukan orang tua angkat tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah bagi anak angkat.
Fakta lapangan dalam perkara Nomor 1097.Pdt.G/2020/PAJT menunjukkan adanya ketegangan nyata antara norma fikih dan praktik sosial masyarakat (Fauziah 2023). Kasus ini bermula ketika Tergugat II (Bapak Kasimin) bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada 24 Agustus 2014 dengan mengaku sebagai ayah kandungnya di hadapan penghulu. Kekeliruan hukum ini baru terungkap pada awal tahun 2020, saat Tergugat II menyadari adanya ketentuan hukum Islam bahwa pernikahan anak perempuan wajib diwalikan oleh ayah kandung, bukan ayah angkat. Ketidaktahuan Tergugat II terhadap implikasi hukum tersebut pada akhirnya berimplikasi pada keabsahan pernikahan yang telah dilangsungkan.
Dalam hal ini, untuk menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus membangun argumentasi hukum yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metodologi hukum islam, yaitu kaidah fikih dan maqāṣid asy-syarī‘ah. Pendekatan kaidah fikih digunakan sebagai pisau analisis yang bersifat praktis. Peneliti menguji status hukum melalui kaidah fikih yang telah dirancang:
يَثْبُتُ لِلْأَصْلِ مَا لَا يَثْبُتُ لِلْعَارِضِ 
Artinya: ”Apa yang ditetapkan untuk hukum asal tidak berlaku untuk kondisi baru.”
Melalui kaidah ini, peneliti membedah kedudukan ayah angkat terhadap anak angkat perempuan yang akan menikah, khususnya mengenai mengapa hak perwalian bersifat eksklusif dan tidak dapat beralih melalui mekanisme adopsi.
Selanjutnya, untuk melihat aspek filosofisnya, peneliti menggunakan pendekatan maqāṣid asy-syarī‘ah yang berfokus pada prinsip kemaslahatan. Pendekatan ini diaplikasikan melalui teori hifz al-nasab (menjaga keturunan). Hal ini penting dilakukan karena dalan studi kasus yang diteliti, orang tua kandung anak angkat tersebut diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, penentuan otoritas perwalian harus didasarkan pada hak biologis dan silsilah keluarga yang sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua angkat tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan anak angkat. Terkhusus pada studi putusan yang dikaji, maka pernikahan yang dilakukan dapat dinyatakan tidak sah.

B. Analisis Hasil Pembahasan dan Penelitian 

1. Analisis Otoritas Perwalian Anak Angkat dalam Perspektif Kaidah Fikih
Masalah perwalian nikah bagi anak angkat sering kali memicu dilema emosional di tengah masyarakat. Di satu sisi, orang tua angkat telah mencurahkan seluruh kasih sayang, waktu, dan biaya untuk membesarkan anak tersebut. Namun di sisi lain, hukum Islam memiliki aturan yang sangat ketat dan tidak bisa ditawar dalam hal menentukan siapa yang sah menjadi wali nikah. Untuk melihat persoalan ini secara jernih, kita dapat membedahnya menggunakan sebuah kaidah fikih yang telah dirancang:
يَثْبُتُ لِلْأَصْلِ مَا لَا يَثْبُتُ لِلْعَارِضِ 
Artinya: “Apa yang ditetapkan untuk hukum asal tidak berlaku untuk kondisi baru.”
Kaidah ini memberikan batasan yang jelas antara hak yang lahir dari hukum asal dan kedudukan yang lahir dari kondisi baru. Melalui prinsip ini, syari’at Islam ingin memastikan bahwa keadilan hukum tetap tegak tanpa mencampuradukkan antara hubungan biologis dan hubungan sosial. 
Penerapan kaidah ini terlihat lebih jelas pada klausa berikutnya, yaitu ma la yatsbutu lil ‘aridh. Klausa ini menegaskan bahwa hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh hukum asal tidak dapat dialihkan kepada kondisi baru yang bersifat insidental. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak murni diposisikan sebagai hubungan sosial atas dasar kemanusiaan.
Dalam pembuatan suatu kaidah fikih, dibutuhkan beberapa juz’iyat sebagai bentuk validasi dari perancangannya. Di antaranya adalah:
a. Dalam persoalan jual beli, terdapat proses di dalam akad yang dapat menjadi penjamin bahwa barang yang di beli maupun yang di jual merupakan barang yang layak, bentuk proses ini adalah khiyar. Pada berbagai macamnya, terdapat suatu jenis yang dapat menjadi acuan, yaitu khiyar ‘aib. Pada jenis ini, seorang pembeli diperbolehkan mengembalikan suatu barang yang ia beli dan meminta kembali kompensasi yang telah ia berikan ketika barang tersebut telah memiliki aib pada saat sebelum barang diterimanya. Ketentuan ini hanya berlaku pada saat barang tersebut cacat pada asal, bukan ketika cacat di tangan pembeli (al-Ghazzi, 2014);
b. Pada ketentuan fikih yang mengatur tentang puasa, diketahui bahwa dalam aturan fikih syafi’i bahwa orang yang melakukan puasa sunnah diperbolehkan untuk berniat di siang hari, tanpa adanya mabit di dalam niat, dengan syarat, orang tersebut belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya (al-Haytami, 2000). Ini merupakan bentuk asal dari ketetapan, namun ketika ada faktor ‘aridh yaitu dengan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka ia tidak bisa melakukan niat di siang hari;
c. Pada ketentuan zakat, seorang ayah wajib membayarkan zakat fitrah terhadap anaknya, baik sudah baligh maupun tidak, dengan ketentuan ketika anaknya sudah baligh, maka harus mendapatkan izin dari pihak anak. Ini merupakan ketentuan asal (al-Azhari, 2010). Namun, ketika ada orang lain yang ingin membayarkan zakat anak tersebut, tidak bisa menggantikan posisi kewajiban seorang ayah untuk membayarkan zakat anaknya, dan orang lain tersebut statusnya adalah ‘aridh. Kewajiban ayah masih tetap berlaku dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain.
Berdasarkan kaidah tersebut, hubungan pengasuhan dalam adopsi anak tidak memiliki kapasitas hukum untuk melahirkan hak perwalian nikah. Mengasuh, mendidik, memberi nafkah, dan mencintai anak angkat adalah perbuatan yang sangat mulia dan mendatangkan pahala besar. Namun, semua kebaikan tersebut tidak serta-merta mengubah status hukum seseorang menjadi ayah kandung. Syariat memisahkan secara tegas antara otoritas hukum yang dimiliki oleh ayah kandung dan tanggung jawab pengasuhan yang ada pada ayah angkat. Dengan demikian, pengalihan status wali nikah kepada ayah angkat tidak dibenarkan secara hukum karena memberikan hak keperdataan kepada pihak 'aridh yang secara prinsipil tidak memilikinya.
Lebih jauh lagi, melalui kaidah ini, syariat Islam menegaskan bahwa otoritas keperdataan, seperti hak menjadi wali nikah, hanya ditetapkan pada hukum asal. Dalam konteks hubungan manusia, hukum asal yang sah adalah pertalian darah biologis antara anak dan ayah kandungnya. Hubungan darah ini bersifat permanen dan tidak akan pernah terputus oleh situasi apapun.
Hak perwalian ini tidak dapat digugurkan oleh situasi atau kondisi baru apa pun, termasuk adanya hubungan anak angkat. Jika ayah kandung berhalangan atau menolak tanpa alasan yang sah, syariat telah menyediakan jalur penyelesaian melalui wali hakim, bukan secara otomatis mengalihkannya kepada ayah angkat. Prinsip ini demi menjaga kesucian akad nikah dan kejelasan nasab (garis keturunan) dalam Islam.
Analisis terhadap kewenangan perwalian nikah bagi anak angkat menjadi semakin kokoh ketika dengan menerapkan kaidah fikih:
اَلْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ
Artinya: ”Hukum asal adalah menetapkan apa yang telah ada sebagaimana keadaan semula.”
dipadukan secara langsung dengan kaidah inti yang telah peneliti rancang sebelumnya. Hubungan antara kedua kaidah ini bersifat saling menguatkan secara epistemologis.
Kaidah ini bertindak sebagai fondasi awal yang menegaskan bahwa hak perwalian nikah yang melekat pada ayah kandung merupakan sebuah ketetapan hukum asal yang bersifat mengikat sejak anak tersebut dilahirkan ke dunia. Ketika anak perempuan tersebut diangkat oleh orang tua asuh, tindakan adopsi tersebut memunculkan sebuah kondisi baru yang bersifat eksternal (al-‘aridh). Di sinilah logika kaidah rancangan peneliti bekerja secara linier, karena hukum asal harus tetap dipertahankan pada keadaan semulanya, maka hak keperdataan yang sakral seperti wali nikah hanya boleh ditetapkan secara eksklusif bagi pemilik hukum asal dan tidak akan pernah bisa dialihkan atau ditetapkan bagi kondisi baru.
Kekuatan teoritis dari kaidah yang dirancang peneliti dapat dipertegas secara logis melalui kaidah:
حُكْمُ الشَّيْءِ يَدُورُ مَعَ أَثَرِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا
Artinya:”Hukum atas sesuatu berputar bersama illat (sebab)-nya, baik dalam aspek keberadaan maupun ketiadaannya.”
Hubungan erat antara kedua kaidah ini terletak pada cara syari’at memetakan pola sebab-akibat dalam melahirkan suatu hak. Dalam konteks ini, hak perwalian nikah merupakan dampak yuridis (atsar) eksklusif yang hanya lahir jika sebab orsinilnya terpenuhi, yaitu hubungan nasab kandung yang sah. Melalui rumus kausalitas ini, ketika sebab berupa nasab kandung terbukti ada pada diri ayah kandung, maka hak perwalian secara otomatis melekat pada dirinya sebagai pemilik hukum asal. Sebaliknya, pada diri ayah angkat, ikatan darah biologis tersebut sejak awal tidak pernah ada karena sebab utamanya tidak ditemukan, maka dampak hukum berupa kewenangan menjadi wali nikah pun mutlak tidak dapat diterbitkan.
Pada titik ini, kaidah ma la yatsbutu lil-‘aridh mendapatkan pembenaran logisnya. Ayah angkat berada pada posisi al-‘aridh (kondisi baru) yang hubungannya dengan anak murni berbasis pada pengasuhan sosial, bukan nasab. Kaidah kausalitas menegaskan bahwa mustahil memunculkan akibat hukum (atsar) perwalian pada pihak aridh jika sebab orsinilnya tidak ada.
Memaksakan hak perwalian kepada ayah angkat akan menyebabkan cacat hukum yang fatal, yaitu menetapkan sebuah akibat tanpa adanya sebab yang sah. Oleh karena itu, kedua kaidah ini menimpulkan bahwa perwalian nikah mutlak tertutup bagi pihak aridh, karena otoritas hukum tidak dapat lahir dari hubungan sosial yang tidak memiliki ikatan nasab biologis.
Terakhir, larangan pengalihan hak perwalian kepada piha ‘aridh diuji melalui kaidah fikih yaitu:
الضَّرَرُ يُزَالُ
Artinya:” Kemudharatan itu harus dihilangkan.”
Ketika dikaitkan dengan kaidah inti yang telah kami rancang, kaidah ad-dhararu yuzal bertindak sebagai pelindung yang menjelaskan alasan filosofis mengapa ada hak-hak tertentu yang hanya ditetapkan bagi asal dan dilarang bagi ‘aridh. Memberikan hak perwalian nikah kepada ayah angkat (pihak ‘aridh) adalah sumber dari kemudaratan yang besar dan berantai. Kemudaratan nyata yang langsung muncul adalah kekaburan silsilah keturunan yang parah yang berpotensi memicu terjadinya pernikahan sedarah yang diharamkan, serta kacaunya sistem keadilan dalam pembagian waris Islam.
Berdasarkan kaidah ini, demi menghilangkan seluruh rangkaian kemudaratan tersebut, syariat Islam wajib membatasi hak keperdataan secara ketat. Caranya adalah dengan menerapkan kaidah rancangan peneliti yang dapat memastikan bahwa hak perwalian tetap menjadi hak eksklusif yang hanya ditetapkan bagi ayah kandung selaku pemilik kewenangan asal dan menutup rapat hak tersebut dari ayah angkat sebagai wali nikah selaku pihak ‘aridh.
Penolakan terhadap ayah angkat sebagai wali nikah bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan sebuah tindakan hukum preventif yang wajib ditegakkan demi menghilangkan kemudaratan sosial dan menjaga kemurnian keturunan. Hal ini sejalan dengan regulasi positif di Indonesia, seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang melarang pemutusan hubungan darah melalui adopsi demi menjaga ketertiban hukum dan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, kedua kaidah ini berkesinambungan dengan menegaskan bahwa menjaga hak asal dan menolak klaim pihak ‘aridh adalah jalan satu-satunya untuk menegakkan kemaslahatan umat.
2. Analisis Perwalian Anak Angkat dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī‘ah
Pendekatan Maqāṣid asy-Syarī‘ah digunakan untuk memperkuat analisis di atas melalui metode istinbath al-ahkam yang berbasis pada prinsip kemaslahatan, yaitu sadd adz-dzari'ah dan maqashid asy-syari'ah. Berdasarkan metode sadd adz-dzari'ah (menutup jalan menuju kemudaratan), pembatasan agar hak hukum asal tidak dialihkan kepada kondisi baru (al-'aridh) berfungsi sebagai tindakan preventif (pencegahan). (Zuhaili W. , 1995)
Dalam kasus di mana orang tua kandung anak angkat diketahui keberadaannya maupun tidak, memberikan hak perwalian kepada ayah angkat dapat menimbulkan dampak negatif dalam sistem sosial. Jika celah hukum ini dibuka atas dasar rasa iba atau kedekatan emosional, maka di masa depan akan berpotensi terjadi kekaburan garis keturunan (ikhtilat an-nasab). Keberadaan ayah kandung seolah-olah dianggap tidak ada, dan posisi ayah angkat perlahan-lahan mengaburkan fakta biologis yang sebenarnya.
Dampak jangka panjang dari kekaburan nasab ini sangat mendasar, seperti risiko terjadinya pernikahan antarmahram (sedarah) secara tidak sengaja karena ketidaktahuan silsilah keluarga yang sebenarnya, serta ketidakpastian dan kekacauan dalam pembagian hukum waris, di mana pihak yang tidak berhak bisa menerima warisan, sementara ahli waris yang sah justru terabaikan. Oleh karena itu, mempertahankan hak wali pada hukum asal (al-ashl) dan menolak perwalian dari pihak 'aridh (adopsi) merupakan langkah hukum yang sangat tegas untuk mencegah masyarakat dari kemudaratan tersebut.
Secara filosofis, argumentasi Maqāṣid asy-Syarī‘ah ini berlandaskan pada prinsip maqashid asy-syari'ah, khususnya dalam aspek menjaga keturunan (hifzh an-nasl). Hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap kemurnian nasab sebagai salah satu kebutuhan primer (dharuriyyat) manusia, yang sejajar dengan kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Kejelasan hak keperdataan seseorang sangat bergantung pada kejelasan dari siapa ia dilahirkan. (Khallaf, 2010)
Aturan perwalian yang ketat dalam sebuah pernikahan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akad bersandar pada otoritas hukum asal (al-ashl) yang sah. Pernikahan bukan sekedar ikatan cinta antara dua insan, melainkan sebuah ibadah yang status hukum hubungan manusia. Oleh karena itu, legalitasnya harus dipastikan sejak awal mula akad diucapkan.
Jika dalam kondisi orang tua kandung dari anak angkat  masih ada dan diketahui keberadaannya, maka hak perwalian secara syar'i harus dikembalikan kepada ayah kandungnya. Jika orang tua kandung dari anak angkatnya tidak diketahui keberadaannya, maka hak perwalian secara syar’i beralih kepada wali hakim sebagai pemegang kewenangan umum dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:
اَلْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَوْلَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ
Artinya: “Kewenangan khusus lebih utama daripada kewenangan umum.” (Sidqi, 2003)

Dengan demikian, penerapan konsep hifzh an-nasl dalam kasus ini berfungsi untuk menjamin kesucian akad pernikahan serta menjaga kelestarian keturunan yang sah menurut syariat Islam.
Rangkaian analisis menggunakan kaidah fikih dan Maqāṣid asy-Syarī‘ah secara komprehensif menghasilkan kesimpulan hukum yang saling menguatkan. Berdasarkan kaidah fikih:
يَثْبُتُ لِلْأَصْلِ مَا لَا يَثْبُتُ لِلْعَارِضِ 
Pengangkatan anak diposisikan sebagai kondisi baru (al-'aridh) yang tidak dapat mengalihkan otoritas perwalian dari hukum asal (al-ashl). Karena orang tua kandungnya diketahui dengan jelas, hubungan nasab anak tersebut tetap utuh, sehingga ayah angkat tidak memiliki kewenangan sebagai wali nikah.
Hal tersebut tersebut selaras dengan aspek filosofis Maqāṣid asy-Syarī‘ah yang bersandar pada konsep hifzh an-nasl (menjaga keturunan) (Khallaf, 2010) dan metode sadd adz-dzari'ah (Zuhaili W. , 1995) untuk mencegah kekaburan nasab (ikhtilat an-nasab). Kerangka hukum Islam ini juga sejalan dengan regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menentukan bahwa urutan wali nasab tidak mencakup ayah angkat. Perpaduan dalam bab ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam melindungi hak keperdataan anak.
Penutup
A. Kesimpulan
1. Ayah angkat sama sekali tidak memiliki legalitas formal untuk menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuannya, baik keberadaan orang tua kandung anak tersebut diketahui maupun tidak. Merujuk pada kaidah fikih yang telah kami rancang, yaitu:
يَثْبُتُ لِلْأَصْلِ مَا لَا يَثْبُتُ لِلْعَارِضِ 
2. Hak perwalian bersifat eksklusif dan hanya melekat pada hubungan nasab/darah ataupun hakim (al-aṣl), sehingga tidak bisa digantikan oleh hubungan pengasuhan (al-'ariḍ). Secara filosofis, aturan ketat ini merupakan implementasi maqashid asy-syariah untuk menjaga kesucian keturunan (hifẓ an-nasl). Selain itu, pendekatan sad al- Żari'ah digunakan sebagai instrumen preventif guna menghindari kerancuan silsilah, potensi pernikahan sedarah (mahram), dan sengkarut hukum waris di kemudian hari.
B. Saran
Berangkat dari kesimpulan hukum yang holistik tersebut, peneliti merumuskan beberapa saran strategis yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait demi tegaknya kemaslahatan umat dan terbit hukum keperdataan.
1. Segenap masyarakat luas, khususnya para orang tua angkat, disarankan untuk memiliki pemahaman keagamaan yang utuh dan jernih bahwa kasih sayang yang diberikan kepada anak angkat tidak boleh mengaburkan hak-hak biologis dan asal-usul nasab sang anak, sehingga keterbukaan informasi mengenai keberadaan orang tua kandung harus disampaikan secara jujur demi menyelamatkan keabsahan pernikahan anak di masa depan.
2. Kepada Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh Agama, diharapkan dapat memperketat proses verifikasi dokumen administrasi serta pemeriksaan saksi dan wali (verifikasi wali) pada saat pendaftaran kehendak nikah, guna memastikan tidak terjadi manipulasi status anak angkat menjadi anak kandung di dalam akta kelahiran yang dapat merusak keabsahan akad nikah. Jika ayah kandung berada di tempat yang jauh namun diketahui keberadaannya, KUA harus secara aktif mengarahkan calon pengantin untuk menempuh mekanisme taukil wali (mewakilkan perwalian) atau mengalihkan haknya kepada wali hakim melalui prosedur yang legal, bukan membiarkan ayah angkat mengambil alih peran tersebut.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini pada dimensi sosiologi hukum atau hukum pidana, guna mengkaji dampak psikologis anak angkat saat mengetahui status nasabnya menjelang pernikahan, serta implikasi hukum terkait pemalsuan dokumen asal-usul anak dalam administrasi kependudukan. Melalui saran-saran ini, diharapkan terwujud sebuah tatanan sosial yang harmonis, di mana nilai-nilai kemanusiaan dalam mengasuh anak dapat berjalan selaras tanpa harus melanggar batas-batas suci yang telah ditetapkan oleh syariat Islam maupun hukum positif nasional.
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